BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 87 TAHUN 2021
TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI NON APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

SECARA ELEKTRONIK
TAHUN 2021

bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara
yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung
terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan
pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara
dengan memanfaatkan teknologi informasi;

bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimanana
dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui Aplikasi
MySAPK berbasis gawai (mobile) dan web yang dibangun
Badan Kepegawaian Negara;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan
Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara
Secara Elektronik Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang

Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1728);

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI NON
APARATUR  SIPIL NEGARA SECARA ELEKTRONIK
TAHUN 2021.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur
Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil
Negara Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU disusun untuk mengatur
penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil
Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN
melalui MySAPK yang di verifikasi oleh Instansi masing-
masing serta divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara
melalui SIASN.

Tujuan Pemutakhiran Data Mandiri sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah:

a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam
rangka penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri
ASN dan PPT Non ASN secara elektronik Tahun 2021;

b. Mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu,
berkualitas baik sehingga dapat menciptakan
interoperabilitas Data ASN; dan

c. Meningkatkan kualitas dan integritas Data dalam
rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan
kebijakan pemerintah di bidang manajemen Aparatur

Sipil Negara.

Ruang lingkup pemutakhiran data mandiri sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Prosedur akses pemutakhiran data mandiri ASN dan
PPT Non ASN;

b. Prosedur usul pemutakhiran data mandiri ASN dan
PPT Non ASN;

c. Prosedur Administrator pemutakhiran data;

d. Prosedur verifikasi dan persetujuan data; dan
Prosedur bantuan sistem pemutakhiran data mandiri
ASN dan PPT Non ASN.



KELIMA :  Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini berlaku
pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 87 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 MEI 2021

PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI NON APARATUR SIPIL NEGARA

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemutakhiran Data Mandiri adalah kegiatan mengoreksi atau
menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik
data yang telah lampau maupun data terkini secara mandiri.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

B. TUJUAN

Keputusan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam
melaksanakan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara (ASN)
dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN (PPT Non ASN).

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini ini meliputi pengaturan meﬁgenai
Prosedur, Usul Pemutakhiran Data Mandiri, Penunjukan User Admin
Instansi, Verifikasi dan Persetujuan Data, Sistem Bantuan/Helpdesk
System, Jadwal Pelaksanaan, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana,
Buku Petunjuk, dan Sanksi dalam Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan
PPT Non ASN.

D. PROSEDUR
Akses sistem pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara dilakukan
sebagai berikut:

a. ASN dan PPT Non ASN yang bersangkutan melakukan akses
pemutakhiran data mandiri secara daring terlebih dahulu ke dalam
MySAPK yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi yang
bersangkutan dengan menggunakan usermname dan password untuk

melanjutkan proses pemutakhiran data mandiri; dan

b. Apabila ASN dan PPT Non ASN mengalami permasalahan akses maka
dapat memilih bantuan pada sistem helpdesk yang ditetapkan BKN.



E. USUL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI

1,

Untuk mengajukan usul pemutakhiran data mandiri, ASN dan
PPT Non ASN memilih menu Update Data Mandiri pada MySAPK
untuk verifikasi data masing-masing.

Update Data Mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 1
terdiri dari data sebagai berikut:

a. data personal;

b. riwayat jabatan;

c. riwayat pendidikan dan diklat/kursus;
d. riwayat SKP;

e. riwayat penghargaan (tanda jasa);

f. riwayat pangkat dan golongan ruang;
g. riwayat keluarga;

h. riwayat peninjauan masa kerja (PMK);

[

riwayat pindah instansi;

j-  riwayat CLTN;

k. riwayat CPNS/PNS; dan

l.  riwayat organisasi.

ASN dan PPT non ASN memeriksa keakuratan dan kelengkapan data
sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, ASN dan
PPT non ASN dapat melakukan usul pemutakhiran data mandiri
sesuai dengan data sebenarnya;

Adapun usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud
pada angka 4 dapat dilakukan dengan menambah, mengubah dan
menghapus data dan dilengkapi dengan wunggah dokumen
pendukung pada masing-masing data yang dimutakhiran lalu
disimpan melalui MySAPK;

Setiap usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud pada
angka S akan diverifikasi dan validasi oleh verifikator Instansi
dan/atau Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan
masing-masing; dan

Setelah melakukan usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana
dimaksud pada angka 5, ASN dan PPT non ASN dapat memantau
keseluruhan tahapan proses melalui menu riwayat pengajuan usul

pemutakhiran data mandiri pada MySAPK.



F. PENUNJUKAN USER ADMIN INSTANSI

1.

Pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN
diawali dengan penunjukan user admin instansi SIASN yang
ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas usul pejabat yang
bertanggung jawab di bidang kepegawaian di instansi masing-
masing.

User admin instansi SIASN dapat menunjuk user verifikator, user
approval dan user helpdesk pemutakhiran data mandiri ASN dan
PPT non ASN di Instansi masing-masing; dan

User admin instansi SIASN harus sudah selesai melakukan tugas
sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada tahapan persiapan

pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN.

G. VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN DATA

1.

Kewenangan verifikasi data dilakukan secara berjenjang yang diatur
sebagai berikut:
a. Pada Instansi Pusat
1) Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaiar
di lingkungan Kantor Wilayah/Kantor/Unit Pelaksana
Teknis atau sejenis dan/atau unit kerja yang bertanggung
jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Pusat;
2) Badan Kepegawaian Negara;
b. Pada Instansi Daerah
1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) atau sejenisnya;
2) Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
3) Badan Kepegawaian Negara;
c. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Verifikasi dan Persetujuan Data diatur sebagai berikut:

a. User verifikator melakukan verifikasi usul pemutakhiran data
mandiri ASN dan PPT non ASN sesuai kewenangan yang dimiliki
melalui SIASN;

b. Verifikasi usul pemutakhiran data dilakukan setelah data ASN
dan PPT non ASN masuk ke inbox user verifikator;

c. Proses verifikasi data ASN dan PPT non ASN yang dimutakhiran
dilakukan dengan memperhatikan dan memeriksa dokumen

pendukung yang diunggah dibandingkan dengan data usul;



d. Apabila terdapat permasalahan ketidaksesuaian data dukung
yang diunggah dengan data usul, maka verifikator dapat
berkoordinasi dengan unit terkait dan/atau Badan Kepegawaian
Negara;

e. Verifikasi data dan penyelesaian permasalahan data dilakukan
sesuai kewenangan masing-masing sebagai berikut:

1) Data riwayat jabatan, SKP, diklat/kursus, penghargaan,
keluarga, CPNS/PNS dan organisasi dilakukan oleh
verifikator Instansi masing-masing;

N 2) Data riwayat pendidikan, pangkat dan golongan, PMK,
CLTN dan pindah instansi di Instansi Daerah setelah
diverifikasi oleh verifikator Instansi maka akan dilakukan
validasi oleh verifikator Kantor Regional BKN sesuai dengan
wilayah kerja masing-masing; dan

3) Permasalahan data riwayat pendidikan, pangkat dan
golongan ruang, PMK, CLTN dan pindah instansi di Instasi
Pusat setelah diverifikasi oleh verifikator Instansi maka
akan dilakukan validasi oleh verifikator BKN Pusat;

f.  Proses persetujuan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT
non ASN dilakukan oleh user approval berdasarkan data hasil
verifikasi dan validasi user verifikator; dan

g. Monitoring verifikasi usul pemutakhiran data mandiri ASN dan
PPT non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat
dilakukan melalui aplikasi SIASN.

H. SISTEM BANTUAN/HELPDESK SYSTEM

1.

Untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data mandiri ASN dan
PPT non ASN tahun 2021 BKN menyiapkan sistem bantuan/sistem
Helpdesk;

User Helpdesk bertugas untuk menyelesaikan permasalahan terkait
proses pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN di instansi
masing-masing; dan

Sistem Helpdesk sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan
untuk membantu login dan proses usul pemutakhiran data mandiri

ASN dan PPT non ASN apabila mengalami kesulitan.



JADWAL PELAKSANAAN

1.

Jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non
ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021.

Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non
ASN dilakukan oleh user admin instansi SIASN paling lambat pada
akhir minggu terakhir bulan Juni 2021.

Pengisian usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN
dilakukan sampai bulan Oktober 2021 dan dapat diperpanjang
sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.

Proses verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai dengan
akhir bulan Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan

hasil monitoring dan evaluasi.

PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA
Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN dilakukan oleh tim

pelaksana pusat dan daerah yang terdiri dari:

1.

Penanggung jawab pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan
PPT non ASN adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim pelaksana
pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN.

Koordinator wilayah kerja pelaksanaan pemutakhiran data mandiri
ASN dan PPT non ASN regional adalah Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.

Koordinator wilayah kerja dapat membentuk tim pelaksana
pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN di wilayah kerja
masing-masing.

Pimpinan Instansi Pusat/Instansi Daerah dapat membentuk
tim pelaksana pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN

di lingkungannya masing-masing.

BUKU PETUNJUK

Untuk kemudahan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan

PPT non ASN, Badan Kepegawaian Negara menyusun buku petunjuk

pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN secara

elektronik tahun 2021 melalui MySAPK dalam format softcopy yang dapat
diunduh di website www.bkn.go.id serta MySAPK.
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L. SANKSI

1.

Apabila ASN dan PPT non ASN tidak melaksanakan pemutakhiran
data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan,
maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak

akan diproses.

2. Jika Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menyelesaikan verifikasi
data sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina
Kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN.

M. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitan,
agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.

2. Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan

sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,




DATA
"™ BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ASN

Buku Pedoman

Pemutakhiran Data Mandiri

ASN dan PPT Non ASN

Badan Kepegawaian Negara © 2021
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Apa itu
ASN dan PPT Non-ASN?

AR

- ASN
>4 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
| pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (PPPK).

PNS

Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

PPT Non- ASN

PPPK

Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas

pemerintahan.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Non ASN yang

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.



Apa itu

PDM dan Aplikasi
Pendukungnya?
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MySAPK adalah aplikasi berbasis
teknologi seluler untuk Pegawai
Negeri Sipil yang terintegrasi dan
terhubung secara daring dengan
database PNS Nasional untuk

informasi Profil Pegawai Negeri
Sipil.

Pemutakhiran Data Mandiri ASN adalah proses
peremajaan dan pembaharuan data secara
mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data
yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik
sehingga dapat menciptakan interoperabilitas

Data
7’(

SIASN adalah rangkaian
informasi dan data mengenai
pegawai ASN yang disusun
secara sistematis, menyeluruh
dan terintegrasi dengan
berbasis teknologi yang
dituangkan dalam bentuk
Bahasa pemrograman

Helpdesk adalah layanan bantuan terintegrasi yang
diperuntukkan bagi Pegwai Negeri Sipil apabila
mengalami permasalahan dalam penggunaan

aplikasi mobile MySAPK.



¢

Siapa saja yang terlibat

dalam PDM-ASN?

Pengguna

& & a2

ASN dan PPT Non ASN yang
menggunakan MySAPK

Approval
Z -
I_—ﬂ/

PNS di unit kerja kepegawaian/BKD/unit

pelaksana teknis yang ditunjuk
melakukan persetujuan

Verifikator

-
m

PNS yang ditunjuk oleh Instansi untuk
melaksanakan proses verifikasi

-Ad;nin
| - U
AV 1

PNS yang ditunjuk oleh Instansi sebagai
Admin Instansi
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Apa saja
data yang dimutakhirkan?

Data Personal

Data yang berisi informasi mengenai data diri PNS

Data Riwayat

Data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS
disertai dengan data dukung

o i




v Vs

Data apa yang
dimutakhirkan PNS ?

* Wajib dimutakhirkan




Data apa yang
dimutakhirkan PPPK dan
PPT Non-ASN ?

* Wajib dimutakhirkan




Data Personal

Data yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN
dan PPT Non-ASN.

Elemen Data : NIP Baru, NIK, Nama, Gelar Depan, Gelar
Belakang, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir,
Agama, Email, Nomor HP, Nomor Telepon, Nomor

NPWP, Nomor BPJS.

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu KTP

|
u I:l




Riwayat Jabatan

Data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah
diampu PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung
jawab dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN

berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan
ASN

Flemen Data : Jenis Jabatan, Jenis Nama Jabatan,
Nama Jabatan, TMT Eselon, TMT Jabatan

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu Surat
Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan
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Riwayat Pendidikan

Data yang berisi informasi Riwayat kualifikasi
pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai
jenjang paling rendah yang diselenggarakan di
sekolah/universitas/institusi

Elemen Data : Tingkat Pendidikan, Nama Program,
Tahun Lulus, Tanggal Lulus, Nomor ljazah, Nama
Sekolah

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu ljazah
kelulusan dari sekolah/universitas/institusi

]

Tingkat Pendidikan
SD

SLTP

Diploma |

Diploma I

Diploma |l

Diploma IV

S-1

S-2

S-3




Riwayat Diklat

v

Data yang berisi informasi Riwayat pengembangan
kompetensi yang pernah diikuti PNS meliputi diklat
struktural, teknis/fungsional, seminar/workshop/

magang/sejenis.

Diklat struktural merupakan diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan,
pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan
aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan

dalam jenjang jabatan struktural tertentu.
Contoh : Diklat PIM Tingkat IV

Diklat Teknis merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan

kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
Contoh : Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

Diklat Fungsional merupakan jenis Diklat Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional

masing-masing.

Contoh : Diklat TOT Perencanaan Peningkatan Kinerja

Elemen Data : Jenis Diklat, Nomor
Diklat/Kursus,Tanggal Mulai,Tanggal Selesai, Tahun
SK, Jenis Latihan, Durasi,Institusi Penyelenggara

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu
Sertifikat Pendidikan/Pelatihan/Kursus/Seminar




Riwayat Kursus

Data yang berisi informasi Riwayat pengembangan
kompetensi yang pernah diikuti PNS meliputi seminar,
kursus, atau pembelajaran pengetahuan ketrampilan,

penataran.

Elemen Data . Jenis Diklat/Kursus, Nomor
Diklat/Kursus,Tanggal Mulai,Tanggal Selesai,Tahun
SK, Jenis Latihan, Durasi,Institusi Penyelenggara

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu
Sertifikat Pendidikan/Pelatihan/Kursus/Seminar




Riwayat SKP

Data yang berisi informasi Riwayat penilaian prestasi
kerja  selama 2 tahun terakhir yang dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu
dan tingkat unit atau organisasi dnegna memperhatikan
target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta
perilaku PNS

Elemen Data : Jabatan, Tahun, Nilai SKP,Nilai Perilaku
Kerja,Nilai Prestasi Kerja, Data Pejabat Penilai,Data
Atasan Pejabat Penilal

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu

SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan
atau Pejabat yang Berwenang




Riwayat Penghargaan/Tanda Jasa

Data vyang Dberisi informasi  Riwayat
penghargaan, tanda jasa, atau tanda
kehormatan berdasarkan penilaian
konstribusi balas jasa pemerintah yang
diberikan langsung kepada PNS

Elemen Data : Jenis Penghargaan, Tahun
SK, Nomor SK, Tanggal SK

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu
Surat Keputusan Penghargaan/Tanda Jasa




Riwayat Pangkat dan Golongan
Ruang

Data yang berisi informasi Riwayat pangkat dan
golongan ruang selama bekerja

Elemen Data : Golongan, Nomor SKTanggal
SK,TMT  Golongan, Nomor Pertek,Tanggal BKN,
Masa Kerja Golongan (bulan,tahun),Tanggal Usul,
Jenis KP

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu
Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

GOLONGAN NAMA_PANGKAT

I/a Juru Muda

I/b Juru Muda Tingkat |

I/c Juru

1/d Juru Tingkat |

Il/a Pengatur Muda

/b Pengatur Muda Tingkat
|

Il/c Pengatur

/d Pengatur Tingkat |

li/a Penata Muda

/b Penata Muda Tingkat |

/c Penata

n/d Penata Tingkat |

IV/a Pembina

IV/b Pembina Tingkat |

IV/c Pembina Utama Muda

Iv/d Pembina Utama Madya

IV/e Pembina Utama
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Riwayat Keluarga

Data yang berisi informasi keluarga, orang tua (ayah,
ibu), data pasangan (suami/istri) dan anak.

Elemen Data : Data Orangtua,SuamiAnak (Gelar
Depan, Gelar Belakang, Tempat Lahir,Tanggal Lahir,
Jenis  Kelamin,  Agama,EmailJenis  Dokumen,
Alamat,No.HP, No.Telepon, Status Pernikahan Akta
Kelahiran,Status  Hidup  (Hidup/Meninggal) Akta

Meninggal, Tanggal Meninggal, No.NPWP,Tanggal
NPWP

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu
> Kartu Keluarga
> Buku Nikah




v

Riwayat Peninjauan Masa Kerja

i

>

&
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—
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Data yang berisi informasi  Riwayat penetapan
persetujuan peninjauan masa kerja ASN

Elemen Data : Jenis PMKnstansi/Perusahaan,
Tanggal Awal,Tanggal  Akhir, Nomor  Surat
Keputusan

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu
Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja
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Riwayat Pindah Instansi

Data yang berisi informasi Riwayat pemindahan ASN dari
instansi kerja lama ke instansi kerja baru

Elemen Data : Jenis Pemindahan, lJenis Jabatan
LamaJenis Pegawal, Jenis Jabatan Baru, Instansi
Kerja Lama/Baru,Satuan Kerja Lama/Baru, Unor
Lama/Baru, Nomor SK BKN,Tanggal SK BKN,TMT
Pl, Nomor Surat Instansi Asal/Tujuan, Tanggal Surat
Instansi Asal/Tujuan

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu
Surat Keputusan Pindah Instansi




Riwayat Cuti Diluar Tanggungan
Negara

Data yang berisi informasi  Riwayat penetapan
penetapan status cuti diluar tanggungan negara mulai
dari persetujuan hingga pengaktifan kembali

Elemen Data : Jenis CLTN, No.SK CLTN.Tanggal
Surat  Keputusan,Tanggal Awal,Tanggal  Akhir,
Tanggal Aktif, Nomor BKN, Tanggal BKN

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu
Surat Keputusan Penetapan CLTN




Riwayat CPNS/PNS

Data yang berisi informasi Riwayat status kedudukan
CPNS atau PNS sesuai dengan SK

Elemen Data : Nomor SK CPNS dan Tanggal SK
CPNS

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu

Surat Keputusan PNS
Surat Keputusan CPNS

n n.
&

(

\

"
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Riwayat Organisasi

Data yang berisi informasi Riwayat pengalaman
berorganisasi yaitu riwayat pengalaman PNS bergabung
dan berkontribusi di dalam sebuah organisasi yang
berhubungan dengan profesi dan/atau sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Elemen Data : Nama Organisasi, Jenis Organisasi,
Jabatan Organisasi, Pengalaman,Tanggal Mulai

Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu

»

Sertifikat Organisasi
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Siapa Verifikator PDM?

» Unit Kerja Kepegawaian Kantor Wilayah/ Kantor/Lembaga
Non Struktural/ Unit Pelaksana Teknis atau sejenis
dan/atau kepegawaian di Lingkungan Kantor Pusat

» Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan
sejenis

VERIFIKATOR Kepegawaian Daerah (BKD) atau sejenisnya
INSTANSI
» Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau dapat
didelegasikan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) APPROVAL
atau seienisnva INSTANSI

» Unit Kerja Kepegawaian dilingkungan kantor pusat atau
dapat didelegasikan ke unit pelaksana teknis atau

» Unit Kerja terkait dengan tugas dan fungsi mutasi kepegawaian,
status dan kedudukan kepegawaian (BKN Pusat)

» Satuan kerja terkait tugas dan fungsi mutasi kepegawaian, status
dan kedudukan kepegawaian (Kantor Regional BKN)

VERIFIKATOR &
PPROVAL BKN
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Data Kewenangan Instansi

PPPK dan PPT non
ASN

» Profil Pegawai

» Riwayat Jabatan

» Riwayat Diklat

» Riwayat SKP

» Riwayat Penghargaan
» Riwayat Keluarga

» Riwayat CPNS/PNS
» Riwayat Organisasi

» Profil Pegawai

» Riwayat Jabatan

» Riwayat Diklat

» Riwayat Penghargaan
» Riwayat Keluarga

» Riwayat Organisasi
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Data Kewenangan BKN

» Riwayat Pendidikan

» Riwayat Pangkat dan Golongan Ruang
» Riwayat PMK

» Riwayat P

» Riwayat CLTN
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Bagaimana cara Akses

MySAPK?

Pengguna dapat mengakses MySAPK
dengan mengikuti alur dibawah ini

Alur Akses MySAPK

PNS,PPPK,
PPT non ASN

Masuk MySAPK Login MySAPK Menerima Token dan Aktivasi MySAPK

* Jika email yang diinput tidak sesuai maka hubungi instansi
untuk dilakukan perbaikan email




Berikut tampilan login - MySAPK

Departemen Ketenagakerjaan

¥BKN MYSGRS:0 S O

Profile Saya Dokumen Saya Kompetens Performa

Yang terbaru dari MySAPK

Se|a mat Data ng Update Data Mandiri

Perubahan riwayat data pribadi dapat

Kem bali dilakukan dengan mudah
Username
198 o

Password

Lihat history pengajuan

@ i Layanan MySAPK

Fitur dan layanan penunjang data PNS

Ingat saya
My KPE Otentikasi e-Lapkin

Lupa Password

Persetujuan Dokumen

Lihat permintaan untuk persetujuan dokumen

e

Home Update Data Notifikasi Akun




Berikut tampilan bantuan lupa password pada MySAPK

Q +¥BKN MYSQRs20 < LupaPassword

Selamat Datang
Kembali

Username

1o I

Password

Masukan NIP Anda

@ i

Ingat saya
“ -

Lupa Password

€<  Lupa Password

Kode Verifikasi MySapk D KotekMasuk »

mysapk@bkn.go.id

kepada saya ~

Ha, +—

Kode Verifikas: anda adalah GOl Salam hangat, Admin MySapk

Password minimal 6 karakter dan menggunakan minimal 1 huruf besar dan
minimal 1 angka

Masukan Token

Token sudah dikirim ke email : _f:tgmail,corn
Email salah/tidak sesuai silahkan hubungi biro sdm/bkpsdm instansi
masing-masing

Reset Password

Departemen Ketenagakerjaan

8 6 & O

Profile Saya Dokumen Saya Kompetensi Performa




Apa yang dapat
dilakukan pada saat
pemutakhiran data
mandiri?

» Memeriksa dan memverifikasi Data
Personal dan Riwayat

» Melakukan perubahan Data Personal dan
Riwayat terkini

»Menambah Data Personal dan Riwayat
terkini




¥

Bagaimana melakukan
pemutakhiran data
mandiri?

PNS dapat memutakhirkan data dengan
cara dibawah ini

Verifikasi Data oleh PNS

Memef¥iksa dan

7 5 Me}r(verifikasi
7  data
————— —"  pada setiap
o riwayat
Selesai melakukan Mengirim Pengajuan dan Melengkapi Riwayat dengan
Update Data Mandiri Mengunduh bukti Pemutakhiran menunggah dokumen pendukung

Daftar Riwayat UDM :

1.Profil Pegawai™*; 7. Keluarga;

2 Jabatan™; 8. PMK;
3.Pendidikan & diklat *; 9. PI*;

4 SKP*; 10. CLTN*:
5.Penghargaan™; 11. CPNS/PNS*;

6.Pangkat &Golru™®; 12. Organisasi;




v

Jika ada data yang tidak sesuai, maka PNS
dapat mengikuti cara ini.
Perubahan Data oleh PNS

PNS
4
Login MySAPK Memilih Memilih Memeriksa dan \
Update Data Unor Memverifikasi data
Mandiri Verifikasi pada setiap riwayat
10 9 8 7
. —_— —
Memantau progress Mengunduh bukti Memeriksa kembali Mengunggah Menambah/mengedit
verifikasi via layanan telah mengikuti usulan pemutakhiran Dokumen data yang tidak sesuai

Notifikasi MySAPK  Pemutakhiran Data  dan Kirim Pengajuan Pendukung

Daftar Riwayat UDM :

1.Profil Pegawai*; 7. Keluarga;

2 Jabatan®; 8. PMK:
3.Pendidikan & diklat *; 9. PI*:

4 SKP*: 10. CLTN*:;
5.Penghargaan®; 11. CPNS/PNS¥;

6.Pangkat &Golru™*; 12. Organisas:




¢
Berikut tampilan proses pengajuan Update Data Mandiri

¢ 1dari 3

cJ

Tambah Data Kursus

Riwayat Kursus Masukkan Data Utama
Data Mandiri ©)
+~ PENGABDIAN KEPADA H
MASVADAVAT Jenis Kursus
Semua Data Histori Pengajuan Webinar TOT
v PKMD H

Tanggal Mulai Kursus

09-02-2021

~ KTSP H
Peningkatan Mutu Proses 8 2021 v

Balniar Mannaisr Couns €0

Durasi Hari
@ @ @ ~ Pelatihan KTSP P 5
Institusi Penyelenggara
+ Pembina Pramuka Mahir : LAN
Riwayat Profesi Riwayat Diklat Riwayat Jabatan Tinabat Nacar
v PLPG H

G G @)

= Riwayat Masa Riwayat
Bivvayat Kursus Kerja Pendidikan
Tambah Kursus
Simpan Perubahan
<« 2dari 3 < Sidari < 3dari3
Tambah Data Kursus TaisaH DataKiirsis Tambah Data Kursus

Upload Data Pendukung Upload Data Pendukung Ringkasan Data

« Silahkan upload dalam format PDF atau JPG . Silahkan upload dalam format PDF atau JPG DATA UTAMA EDIT /

« Maksimum ukuran file 5MB
« File harus jelas dan tidak blur

« Maksimum ukuran file 5MB
« File harus jelas dan tidak blur
Jenis Kursus Webinar TOT

i b v ] Tanggal SK 09-02-2021

Te isini pilih fil i perangkat An
apidisinl plihifis/dat perangla e Tap disini untuk mengubah file

P : Tahun 2021
' i T e e e i S 1
, Tambah Dokumen ' : ' o
) L —» | Tambah Dokumen ! EE— Durasi Hari 5
(s e T g iz e M 5 T O S 0 5 N NN o i ' i
'
. Institusi Penyelenggara LAN
DATA PENDUKUNG EDIT /'

I

i Dokumen pendukung diperlukan untuk memverifikasi =
data yang telah Anda masukkan sebelumnya i Dokumen pendukung diperlukan untuk memverifikasi i Pastikan data yang Anda masukkan telah benar. Data

data yang telah Anda masukkan sebelumnya akan diverifikasi dalam waktu 1x24 jam

i el “

Kembali



PPPK dan PPT non ASN dapat
memutakhirkan data dengan cara dibawah

Verifikasi Data oleh PPPK dan PPT non ASN

PPPK dan
PPT Non PNS

Meeriksa dan

7 6 5 Memverifikasi
s data
d .
—_——— = — pada setiap
riwayat
Selesai melakukan Mengirim Pengajuan dan Melengkapi Riwayat dengan

Update Data Mandiri Mengunduh bukti Pemutakhiran menunggah dokumen pendukung

Daftar Riwayat UDM :

1.Data profil Pegawai™;

2 riwayat jabatan®;

3.riwayat diklat (kursus) *;
4.riwayat penghargaan/tanda jasa;
5.riwayat keluarga;

6.rivayat organisasi;




v

Jika ada data yang tidak sesuai, maka PPPK
dan PPT non ASN dapat mengikuti car aini.

Perubahan Data oleh PPPK dan PPT non ASN

PPPK dan
PPT Non PNS
4
Login MySAPK Memilih Memilih Memeriksa dan \
Pemutakhiran Unor Memverifikasi data
Data Mandiri Verifikasi pada setiap riwayat
10 9 8 7
. —
Memantau progress Mengunduh bukti Memeriksa kembali Mengunggah Menambah/mengedit
verifikasi via layanan telah mengikuti usulan pemutakhiran Dokumen data yang tidak sesuai

Notifikasi MySAPK Pemutakhiran Data  dan Kirim Pengajuan Pendukung

Daftar Riwayat UDM :

1.Data profil Pegawai™*;

2 riwayat jabatan™;

3 riwayat diklat (kursus) *;

4 rivayat penghargaan/tandajasa;
5.riwayat keluarga;

6.riwayat organisasi;




Bagaimana proses
verifikasi data oleh
Instansi?

Verifikasi Data Sesuai oleh Verifikator

Verifikator Instansi

eao
ale

Login SIASN

Mengirim data Verifikator menyetujui
ke Approval perubahan data

Daftar Riwayat UDM yang

diverifikasi :
1.Profil Pegawai*; 7. Keluarga:
2 Jabatan™; 8. PMK;
3 Pendidikan & diklat *; 9. PI*;
4.SKP*; 10. CLTN*;
5.Penghargaan’®; 11.CPNS/PNS*:

6.Pangkat &Golru™; 12. Organisasi;




Verifikasi Data Tidak Sesuai oleh Verifikator

Verifikator Instansi

el (B .

Login SIASN Memverifikasi data \‘
1
I
)
)
/
—%0 R0
[ ° 4

Mengirim notifikasi Verifikator menolak
ke pengguna perubahan data

Daftar Riwayat UDM yang
diverifikasi :

1.Profil Pegawai™*; 7. Keluarga;

2 Jabatan®*; 8. PMK;
3.Pendidikan & diklat *; 9. PI*;

4 SKP*: 10. CLTN*;
5.Penghargaan’™; 11.CPNS/PNS*;

6.Pangkat &Golru®; 12. Organisasi;




¢ Bagaimana proses

v

persetujuan data oleh

Instan

Si?

Persetujuan Data Sesuai oleh Approval

Mengirim data

ke Verifikator BKN

o
4« -
\ E r “
N\
\
\
Login SIASN Menerima hasil verifikasi \
data dari Verifikator ’l
/
5 /
kewenangan Instansi - s
Selesai Menyetujui Menyetujui data

Daftar Riwayat UDM yang

Disetujui (PNS ) :

1.Profil Pegawai™*;
2 Jabatan®;
3.Diklat *;
4.SKP*;
5.Penghargaan®;

Daftar Riwayat UDM yang
Disetujui ( PPPK dan PPT non
ASN) :

1.Profil Pegawai™*;

2 Jabatan®;

3 Riwayat Diklat (Kursus) *;
4 Riwayat Penghargaan®;
5.Riwayat Keluarga;
6.Riwayat Organisasi



Persetujuan Data Tidak Sesuai oleh Approval

Approval Instansi

Login SIASN Menerima hasil verifikasi
data dari Verifikator

Mengirim Notifikasi Tidak Menyetujui data
ke Pengguna

Daftar Riwayat UDM yang

Disetujui (PNS ) : Daftar Riwayat UDM yang

Disetujui ( PPPK dan PPT non

ASN) :
1.Profil Pegawai™; 1.Profil Pegawai™*;
2 Jabatan®; 2 Jabatan®;
3.Diklat *; 3.Riwayat Diklat (Kursus) *;
4.SKP*: 4 Riwayat Penghargaan®;
5.Penghargaan®; 5.Riwayat Keluarga:

6.Riwayat Organisasi




v

Bagaimana proses
verifikasi dan persetujuan

data oleh BKN?

Verifikasi Data Sesuai oleh Verifikator BKN

Verifikator BKN

9

Mengirim data Verifikator BKN menyetujui
ke Approval BKN perubahan data




v

Verifikasi Data Tidak Sesuai oleh Verifikator BKN

Mengirim data Verifikator BKN tidak menyetujui

ke instansi/pengguna perubahan data

Daftar Riwayat UDM
yang diverifikasi :

1 Riwayat Pendidikan™®;

2 Riwayat Pangkat & Golru™;
3.Riwayat PMK *;

4 Riwayat PI*;

5.Riwayat CLTN*;

6.Riwayat Jabatan (PPPK) *;




v

Persetujuan Data Sesuai oleh Approval BKN

Approval BKN

Login SIASN

5 4 Menerima hasil verifikasi
- data dari Verifikator
— — — —
° A/
Selesai Menyetujui Menyetujui data

Daftar Riwayat UDM
yang disetujui :

1 Riwayat Pendidikan™®;

2 Riwayat Pangkat & Golru™;
3. Riwayat PMK *;

4 Riwayat PI*;

5.Riwayat CLTN*;

6.Riwayat Jabatan (PPPK) *;




v

Persetujuan Data Tidak Sesuai oleh Approval BKN

Approval BKN

Mengirim Data
ke Pengguna

Tidak Menyetujui data

Daftar Riwayat UDM
yang disetujui :

1 Riwayat Pendidikan™®;

2 Riwayat Pangkat & Golru™;
3. Riwayat PMK *;

4 Riwayat PI*;

5.Riwayat CLTN*;

6.Riwayat Jabatan (PPPK) *;

Menerima hasil verifikasi
data dari Verifikator



¢ Bagaimana menyelesaikan ¢¢
permasalahan data ASN?

Riwayat ASN

Jabatan Pangkat & Golru Pindah Instansi

i . q
5 -®-@0-B-= _4 3
— E-: J I EXF}EEEPICJCE : -
REFERENST Pendidikan Peninjauan Masa Status Kepegawadion

Kerja

Status Kepegawaian

Status Tidak
Aktif Pensiun Diberhentikan
\ / @
C-ad- -3 -4
- “‘{. = < e — = =
4 Ma / g
Tidak Tidak Memiliki CLTN
Tkut PUPNS 2015 NIP Baru
Data Utama
Perubahan NAMA Perubahan elemen NIP

-

-1} N

e ‘A




¢ t

Penyelesaian Permasalahan Jabatan

Unit
Kepegawaian

User Instansi SIASN
' . : °
Usul perubahan Jabatan == ﬂ Pemutakhiran Dala N T gﬁ
T

Jika pada MySAPK, data Jabatan belum diperbaharui ke
Riwayat jabatan terakhir dan dalam kondisi ini ASN tidak
mempunyai  SK Jabatan terakhir, maka ASN dapat
mengusulkan perubahan jabatan pada Unit Kepegawaian

Instansi masing-masing untuk selanjutnya dimutakhirkan
data Riwayat jabatan oleh unit di SIASN.




¢ t

Penyelesaian Permasalahan Pendidikan

Penyesuaian ljazah

Unit Kepegawaian
Instansi

Usul KP Pilihan

1 Maip Usul KP Pllihan
nie

Direktorat Pengadaan &
Kepangkatan BKN/
Bidang Mutasi Kanreg

. 0
Vs [ =
T - e

SK CPNS )
SKPNS

SK KP terakhir

PAK asli (fungsional)

Penilaian Prestasi Kerja

bernilai minimal baik 2 tahun

terakhir -

S”:P-‘S”[\’.}

-

Untuk melakukan proses penyesuaian ijazah, maka ASN
harus mengumpulkan berkas diantaranya fotokopi SK
CPNS, SK PNS, SK KP terkhir, PAK asli untuk jabatan
fungsional dan Penilaian Prestasi Kerja minimal baik untuk
2 tahun terakhir dan mengusulkan pada Unit
Kepegawaian Instansi masing-masing.

Unit Kepegawaian akan mengusulkan dalam bentuk
Kenaikan Pangkat Pilihan dan nantinya akan diproses oleh
Bidang Mutasi Kantor Regional / Direktorat Pengadaan
dan Kepangkatan BKN sesuai dengan wilayah kerja.




Pencantuman Gelar

Unit Kepegawaian

User % Instansi
w ~—gr A
(a] > L || T

Usul pencantuman
Gelar

Direktorat Pengadaan
& Kepangkatan BKN
Bidang Mutasi Kanreg

W=

.2 FQ
Legalisirljazah & Transkrip Nilai [ Surat Pengantar ] Tam i
Akreditasi Prodi Tahun Lulus

Surat |zin Belajar/Tugas Belajar

Legalisisr SK KP Terakhir

Untuk melakukan proses pencantuman gelar, maka ASN
harus mengumpulkan berkas diantaranya legalisir ljazah
& transkrip nilai, Akreditasi Prodi Tahun Lulus, Surat |zin
Belajar/Tugas Belajar, Legalisir SK KPP  terakhir dan
mengusulkan pada Unit Kepegawaian Instansi masing-
masing. Jika unit kerja di SK KP tidak sama dengan unit
kerja di Surat |zin Belajar maka PNS harus menyertakan
SK Mutasi yang bersangkutan.

Unit Kepegawaian akan mengusulkan dengan Surat
Pengantar kemudian akan diproses oleh Bidang Mutasi
Kantor  Regional /  Direktorat Pengadaan  dan
Kepangkatan BKN sesuai dengan wilayah kerja.



¢ Penyelesaian Permasalahan Pangkat & v
Golongan Ruang

- Unit
gl Kepegawaian
User — Instagsi i
o - & ' > Usul Perubahan Direktorat
Tﬂ‘\E i» Usul Pangkat &Golru Tledf= Pangkat & Golru Pengadaan &
ey .2‘ ?“ | s s Kepangkatan BKN/
‘ e ‘ LL Bidang Mutasi
[SK KP Terakhir } [ Pertek KP

Jika pada MySAPK data Pangkat dan Golongan Ruang
ASN  belum  diperbaharui, maka ASN  dapat
mengumpulkan SK KP terakhir dan mengusulkan kepada
Unit Kepegawaian.

Unit Kepegawaian akan menyertakan SK KP terakhir dari
ASN dan Pertek KP sebagai bukti telah berada di pangkat
tersebut untuk diperbaharui datanya oleh Direktorat
Pengadaan dan Kepangkatan BKN/ Bidang Mutasi
Kanreg sesuai dengan wilayah kerja.




v

¢ Penyelesaian Permasalahan Pindah Instansi

Unit Kepegawaian

User ' Instang
ol Y ‘ ' Usul Pindah | i
}‘“ i» Usul Pindah Instansi . —u sulPindah sntansi
o) Cin) T M E I Direktorat Pengadaan
I | ' | i & Kepangkatan BKN/
4 Bidang Mutasi
Loy
ﬁ Asli surat persetujuan (menerima) dari PPK INStansi o |
Penerima = Tl o |
2. Asli Surat Persetujuan (melepas) dari Instansi Asal V\U =l W T
3. Asli persetujuan Gubemnur dari Instansi Asal dan R
Instansi Penerima
4. Surat Pemnyataan tidak hukdis/Pidana dari Instansi [ Surat Pengantar ]
Asal
5. Surat Pemyataan Tidak Sedang menjalani Tugas
belajar

6. Legalisir SKKP

7. SKP Bemilai Baik 2 tahun terakhir
Q Surat Bebas Temuan dari Inspektorat Asal Instansi/

Jika ASN ingin melakukan mutasi (Pindah Instansi), maka
ASN harus mengumpukan berkas seperti pada gambar
diatas, untuk selanjutnya berkas-berkas tersebut akan
diusulkan oleh Unit Kepegawaian Instansi bersamaan
dengan Surat Pengantar dan ditujukan ke Direktorat
Pengadaan dan Kepangkatan BKN / Bidang Mutasi
Kantor Regional sesuai wilayah kerja.




v

s Penyelesaian Permasalahan Peninjauan Masa

Kerja
Unit
Kepegawaian
Instansi
v
L‘eri‘r Usul PMK , Usul PMK
“iI&T“ Direktorat Pengadaan
& Kepangkatan BKN/

Bidang Mutasi Kanreg
r - @I

1. SKCPNS
/2. SK PNS \ "
3. SKKP terakhir
4. Penilaian Prestasi Kerja bemilai [ Surat ]
minimal baik 2 tahun terakhir Pengantar

SK asli/Kontrak asli

Pemberhentian dan/atau slip gaji
dari pekerjaan sebelumnya yang
akan diklaim masa kerja /

[ ou

Untuk mengesahkan Masa Kerja yang dibawa sebelum
menduduki  jabatan sebagai ASN, maka ASN harus
melengkapi berkas berupa SK CPNS, SK PNS, SK KP
terakhir, PAK asli (fungsional) dan Penilaian Prestasi Kerja
bernilai minimal baik untuk 2 tahun terakhir dan
mengajukan ke Unit Kepegawaian Instansi.

Unit Kepegawian akan mengusulkan Peninjauan Masa
Kerja berdasarkan surat pengantar dan dokumen dari
ASN dan selanjutnya akan diproses oleh Direktorat
Pengadaan dan Kepangkatan BKN/Bidang Mutasi Kanreg
sesual dengan wilayah kerja.




Q Penyelesaian Permasalahan Cuti Diluar

Tanggungan Negara

Usul CLTN
Unit
Kepegawaian
Instansi
User L4
igfar Usul CLTN .
B, >
Shing, 1™

1. Surat Permohonan dari
ybs beserta alasannya

2. SuratKeterangan
Dokter/Dokter spesialis

ﬂ USUL CLTN
.I

ﬂ . Surat Permintaan Persetujuan
CLTN dari Instansi
2. Surat Penugasan atau Surat
Perintah Tugas Negara/ Tugas
Belajar dari PYB atau Surat
Keputusan atau surat
penugasan /pengangkatan

\ dalam jabatan

~

J

Direktorat Status dan
Kedudukan
Kepegawaian BKN

o= E

Untuk Usulan CLTN, ASN dapat mengajukan Surat
Permohonan beserta alasan mengusulkan CLTN, Surat
Keterangan Dokter/Dokter spesialis jika dalam kondisi
sakit ke Unit Kepegawaian Instansi.

Unit Kepegawaian Instansi akan mengeluarkan Surat
Permintaan Persetujuan CLTN dan Surat Penugasan
untuk diusulkan ke Direktorat Status dan Kedudukan
Kepegawaian BKN.




Perpanjangan CLTN

Unit Kepegawaian

Instansi
User 4
a
b ; ==
Ll '. é:‘ Usul P(e;rfmjanqan > 3 ﬁ Usul Perpanjangan
Lh“l . CLTN ,
| Direktorat Status dan
Kedudukan
Kepegawaian BKN
- i}
g 2 T om
> o - % =
1. Surat P‘ermohonan | 1. Surat Persetujuan lTF@.Ta ? T ﬁ
Perpanjangan CLTN dari Perpanjangan CLTN dari
ybs beserta alasannya Instansi

Untuk  Usulan  perpanjangan  CLTN, ASN dapat
mengajukan  Surat  Permohonan  beserta  alasan
perpanjangan CLTN.

Unit Kepegawaian Instansi akan mengeluarkan Surat
Persetujuan Perpanjangan CLTN untuk diusulkan ke
Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN.




Pengaktifan CLTN

Unit
Kepegawaian
User _ Instag@si
c ﬁ i —
g fair Usul Pengaktifan CLTN . ﬂ
1 N ] ‘

AL |

- |

Usul Pengaktifan

[

lesai menjalankan .
selesai menjalanka Instansi

1. Laporan Tertulis telah 1. Surat Pengaktifan Kembali dari
CLTN

|

CLTN
Direktorat Status dan

Kedudukan
Kepegawaian BKN

2 FR

[ IR
v i
= T
- A0

Untuk Usulan pengaktifan Kembali ASN dari CLTN, ASN
dapat mengajukan Laporan Tertulis telah selesai

menjalankan CLTN

Unit Kepegawaian Instansi akan mengeluarkan Surat
Pengaktifan Kembali untuk diusulkan pengaktifan ke
Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN.



¢ Perbaikan Elemen NIP ¢¢

Unit Kepegawian
Instansi

User

SA? :
Ia‘:}’.i‘f Usul Perbaikan NIP B . _UsulperbaikanNIP iyl torat Status dan
AL LT SN Kedudukan
e ) Kepegawaian BKN
‘ .= ER
1. ljazah Saat
Pengangkatan CPNS 1. Surat Pengantar

2. SKCPNS & PNS

Jika terdapat kesalahan NIP yang salah di MySAPK, maka
ASN dapat mengajukan usulan perbaikan NIP dengan
berkoordinasi melalui Biro SDM Instansi masing-masing.

ASN mengumpulkan fotokopi ljazah saat pengangkatan
CPNS, SK CPNS dan SK PNS dan menyampaikan kepada
Biro SDM Instansi masing-masing.

Kemudian Biro SDM Instansi akan menyiapkan Surat
Pengantar untuk ditujukan ke Direktorat Status dan
Kedudukan Kepegawaian BKN.




0 Perbaikan Nama Qé

Unit Kepegawaian
Instansi

L“\ "i‘p Usul Perbaikan Nama Usul perbaikan Nama Direktorat Status dan
"ilb&?’“ Kedudukan
Kepegawaian BKN

1. ljazah Saat
Pengangkatan CPNS 1. Surat Pengantar
2. SKCPNS & PNS

Jika terdapat nama yang salah di MySAPK, maka ASN
dapat mengajukan usulan perbaikan nama dengan
berkoordinasi melalui Biro SDM Instansi masing-masing.

ASN mengumpulkan fotokopi ljazah saat pengangkatan
CPNS, SK CPNS dan SK PNS dan menyampaikan kepada
Biro SDM Instansi masing-masing.

Kemudian Biro SDM Instansi akan menyiapkan Surat
Pengantar untuk ditujukan ke Direktorat Status dan
Kedudukan Kepegawaian BKN.




Q Status Tidak Aktif ¢¢

Unit Kepegawaian
Instansi

|

~ ey Direktorat
‘IF'.‘\E aip Usul Pengaktifan Usul Pengaktifan Pengelolaan Data dan

“ilp‘;“f“ Penyajian Informasi

Kepegawaian BKN
o= FR
R = a’ -

THANL T ﬁ

T SKKP Terakhir 1. Surat Pernyataan Berstatus Aktif -

2: Gaji 3 Bulan Terakhir ] Bagi PNS yang masih Akif ‘

3. SK CPNS/PNS 2. gtrijrélt Permohonan Pengaktifan

Jika ASN masih aktif, namun pasa MySAPK status
kepegawaian yang bersangkutan tidak aktif, maka ASN
dapat  mengajukan  usulan  pengaktifan  dengan
berkoordinasi melalui Biro SDM Instansi masing-masing.

ASN mengumpulkan fotokopi SK KP terakhir, Gaji 3 bulan
terakhir serta SK CPNS dan SK PNS dan menyampaikan
kepada Biro SDM Instansi masing-masing.

Kemudian Biro SDM Instansi akan menyiapkan Surat
Pengantar dan Surat Permohonan Pengaktifan untuk
ditujukan ke Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian
Informasi Kepegawaian BKN.




¢ v

Status Pembatalan Pensiun

Unit Kepegawaian
Instansi

User . _

aa? Ueul Pencakit Bidang Pensiun

h# i sul Pengaktifan

1,.“. Ay Usul Pengaldifan & Kantor Regional BKN
S, 1+ / Direktorat Pensiun

PNS dan Pejabat
Negara

o

.

a

_ 1. Surat Pembatalan Pensiun | (% e
[1' Mengembalikan ] 2. Melakukan Pembatalan T

SK Pensiun Pensiun dari SAPK

Jika ASN sudah pernah mendapatkan SK Pensiun dan alih
jabatan sehingga batas usia pension diperpanjang. Maka
ASN harus melakukan pembatalan pensiun terlebih

dahulu jika pada MySAPK data yang bersangkutan tidak
aktif,

ASN wajib mengembalikan SK Pensiun kepada Unit
Kepegawaian Instansi, kemudian unit Kepegawaian akan
mengajukan usul pengaktifan ke Bidang Pensiun Kantor
Regional BKN atau Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat

Negara sesuai dengan wilayah kerja masing-masing
Instansi




v

Q Tidak Ikut PUPNS 2015

Unit
Kepegawaian
Instansi
User
il Yo Usul Pengaktifan Usul Pengaktifan
:ﬂ.\ aip PUPNS Direktorat Status dan
Lhc‘l"u . Kedudukan
t e ) Kepegawaian BKN
I = Fl
> = = KT
(1. Bukti Alasan Tidak ikute- ) Wil ==
PUPNS 2015 1. Surat Pernyataan Berstatus Aktif
2. Surat Keterangan Dokter Bagi PNS yang masih Aktif
3. SKCPNS & SK PNS 2. Surat Pengantar
4. SK KP trakhir
\ 5. Gaji 3 Bulan Terakhir )

Jika ASN tidak ikut PUPNS 2015, maka ASN wajib untuk
melengkapi berkas diantaranya melampirkan Bukti Alasan
Tidak lkut e-PUPNS 2015, Surat Keterangan Dokter jika
pada saat e-PUPNS 2015 sedang sakit, fotokopi SK
CPNS, SK PNS, SK KP terakhir dan slip gaji 3 bulan
terakhir untuk kemudian diusulkan ke Unit Kepegawaian
Instansi.

Unit Kepegawaian Instansi akan mengeluarkan Surat
Pernyataan berstatus Aktif bagi PNS yang masih aktif dan
Surat Pengantar yang selanjutnya akan diproses
pengaktifan ASN oleh Direktorat Status dan Kedudukan
Kepegawaian BKN.




¢ Tidak Memiliki NIP Baru Qé

Unit
Kepegawaian
User

S® Usul Pengaktifan PUPNS _

‘L‘\i i» 5003 Usul Pengaktifan
“Ya)

Ching, i Direktorat Status dan
I Kedudukan
Kepegawaian BKN

1. Mengisi Formulir PUPNS ’ ,_«L Eﬁ

2003 1. Surat Pernyataan Berstatus
> SK CPNS & SK PNS Aktif Bagi PNS yang masih
2

3. SK KP terakhir Aktif
4. Gaji 3 Bulan terakhir . Surat Pengantar

Jika ASN tidak memiliki NIP Baru, maka ASN wajib untuk
melengkapi berkas diantaranya mengisi Formulir PUPNS
2003, melampirkan fotokopi SK CPNS, SK PNS, SK KP
terakhir dan slip gaji 3 bulan terakhir untuk kemudian
diusulkan ke Unit Kepegawaian Instansi.

Unit Kepegawaian Instansi akan mengeluarkan Surat
Pernyataan berstatus Aktif bagi PNS yang masih aktif dan
Surat  Pengantar yang selanjutnya akan diproses
pengaktifan ASN oleh Direktorat Status dan Kedudukan
Kepegawaian BKN.




¢ Diberhentikan v

Unit Kepegawaian
Instansi

ysep
T \aip Usul Pengaktifan Usul Pengaktifan
“i?‘. Ca : Direktorat Status dan
hea | Kedudukan
Kepegawaian BKN

Surat Keputusan dari BAPEK/PTUN/Institusi
terkait tentang pembatalan pemberhentian
PNS

Jika status kepegawaian ASN  berubah menjadi
diberhentikan. Maka ASN dapat mengajukan pengaktifan
Kembali ke Unit Kepegawaian Instansi.

Unit Kepegawaian Instansi akan menyertakan Surat
Keputusan dari Bapek/PTUN atau Institusi terkait tentang
pembatalan pemberhentian PNS dan selanjutnya akan
diproses pengaktifan ASN oleh Direktorat Status dan
Kedudukan Kepegawaian BKN.




Q Referensi Data v

User Verifikator

b ”
i ¢ Laip

L

o
4
4

Pilih Jenis Verifikasi

& <SP < referensi —
W/ “ Data

Unggah
- . ) Dokumen l
o Notifikasi Pendukuny

|_ = | T

ASSSSN

Update
Referensi

Approve Y—’ UPDATE

Untuk pengajuan perbaikan data di MySAPK jika referensi
tidak ditemukan maka ASN dapat memilih menu Helpdesk
dan memilih Jenis Referensi, kemudian mengunggah
dokumen pendukung yang dibutuhkan. Verifikator akan
memverifikasi data referensi dan jika disetujui maka

referensi akan ditambahkan, dan jika tidak maka akan
dikirimkan notifikasi ke akun MySAPK ASN.




Lampiran

SK CPNS

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

Menstapkan
PERTAMA

KEDUA,

KETIGA

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : UP.3MI2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

: dst,
. dst;

- penetapan NIP. |G -t=: rame so. I

I O'=h Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 20 Desember 2017

MEMUTUSKAN

 Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 mengangkat sebagal Calon Peg awai Negeri

Sipil :

Nomor urut . 45

Nama { |

NIP g

Tempat tanggal lahir - I

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan + §-1 SISTEM INFORMASI

Golongan ruang : fa

Masa kerja golongan . 0 Tahun 0 Bulan

Gaji pokok : B0% x Rp. 2.456.700 = Rp. 1.965.360

Tugas pada satuan organisasi

Unit kerja - DRexTORAT
I

Instansi . BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain

yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

: Apabila dikemudian hari termyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya,
ASLI Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2017
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ttd

BIMA HARIA WIBISANA




BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Petikan se5ual déngan aslinya,
KEPALA BIRO'K EREGAWAIAN,

cdst;

PETTKAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : UP33/1/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERT SIPIL

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan

berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji  Kesehatan/Dokfer Penguji  Momor:

20497

MEMUTUSKAN

; Mengangkal nama yang tersebat di bawah ini, nomor urut: 45

MNama
NIP

s |
§ ]

Tempa/Tanggal Lahir - |

Jenis kelamin . Wanita

Pendidikan . 5-1 Sistem Informasi Tahun 2017

Pangkat/Golongan ruang :  Penata Muda/TIl/a

Gaji pokok i Rp 2.456,700

Masa kerja golongan : | Tahun 0 Bulan

Unit Kegja  Dirckiorat

Instansi . Badan Kepegawaian Negara

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 diangkat menjadi Pegawai Megeri Sipil dan kepada
yang bersangkutan diberikan gaji pokok sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan penghitungan kembali schagaimana mestinya,

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal  : 31 Desember 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

e

BIMA HARIA WIBISANA




Menimbang
Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

L

IR0SO8I8 42420580254

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : UP1/71/2018

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
dst;
dst;

Perselujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor -
tanggal 4 Maret 2016

MEMUTUSKAN
Pegawai Nageri Sipil, nomar urut o
2. TempatiTanggal Lahir I
3. NIP amal NIP bary ®. 000 |
4, Pendidikan © 5-2 MAGISTER MANAJEMEN SISTEM
INFORMASI
5. Pangkat lama / golongan : Penata Muda Tingkat 1 / 11/b / 01-04-2012
ruang/ TMT
6. Jabatan - PNS TUGAS BELAJAR
7. Unit Kerja . BIRO KEPEGAWAIAN

Terhitung  mulai tanggal 01-04-2016 dinaikkan dalam pangkat Penata golengan ruang
lilc, dengan masa kesjs golongan 08 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok
sebesar Rp 3.021.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang beraku

Apabila dikemudian hai temyata terdapat  kekefiruan dalam Keputusan ini. akan
diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

¢ Petikan Keputusan ini diberikan kepads yang bersangkutan dan yang berkepentingan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

‘m mm ! u Ditetapkan di  Jakarta
be

28414c7 376 padz tanggal, 7 Maret 2016

Kepala
Badan Kepegawaian Negara

aslinya
=l

ttd

Bima Harla Wibisana




AK Asli

s 0

e

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR. : 320/KEP/PAK 2020

INSTANSI :
BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA

MASA PEMILAIAN :
01 JANUART 2019 5/ 30 JUNI 2020

I |[KETERANGAN PERORANGAN

1 |NAMA 0|
2|NIP &
3 | NOMOR SERI EARPEG I
4 | PANGKAT/GOL.RUANG/TMT PEMATA MUDA / IT1/a / 01-01-2018
5 | TEMPAT DAN TGEL LAHIR ]
6 | JENIS KELAMIN WANITA
7 | PENDIDIKAN TERTINGGI 5-1 SISTEM INFORMAST
B | JABATAN FUNGSIOMAL / TMT PRAMATA KOMPUTER PERTAMA / 01-01-2019
g MASA KERIA LAMA 00 TAHUN 00  BULAN
GOLONGAN BARL 02 TAHUN 09 BULAN
o I
II [PEMETAPAN ANGKA KREDIT
2 [UNSUR UTAMA LAMA BARU JUMLAH
A (1).Pendidikan formal 100,000 0,500 100,500
2).Pendidikan & Pelatihan dan mendapat STTPP 1,000 - 1,000
B |Operasi Teknologi informasi = =
C [Implementasi Teknologi Informasi - . -
[t [Implementasi Sistem Informasi 12,072 19,612 31,684
E |Analisis dan Perancangan Sistemn Informasi 0,423 11,587 12,010
F |Penyusunan Kebijakan Sistern Informasi = - -
G |Pengembangan Profesi - - -
JUMLAH UNSUR UTAMA 113,495 31,700 145,195
2 |UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas Pranata Komputer 1,020 4,020 5,040
JUMLAH UNSUR PENUMNIANG 1,020 4,020 5,040
JUMLAH UNSUR UTAMA & UNSUR PENUNIANG 114,515 35,720 150,235

DALAM JABATAMN PRANATA KOMPUTER PERTAMA.

ITI |DAPAT DIPERTIMBAMNGEKAN UNTUE DINATKEAN PANGKAT PENATA MUDA TINGKAT I, GOLOMGAN RUANG IIT/b /

ASLI disampaikan dengan hormiat kepada :
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Tembusan : disampailan kepada :
1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, BKN;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

Sekretaris ama
Badan Kepagawaian Negara

- I

2. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian;

3. Sekretariat TIM Penilai Jabatan Pranata Komputer, BKN.

4. Pranata Komputer yang bersanghutan;

Catatan:
+ LA ITE Mo 11 Tabusn 008 Pasal 5 ayat 1

"indcarniacl Elekiromik daeyatas Dokumen Elearcaik Hasl cetakorga alat bub] Badosm yang sah®
- Disbosman ini adalah dokusen yang sah dam Gidalk meamerukas @nda Tangas dam e basah dkarenakan

Balai
Sertifikasi
w Elektronik

talah ditandatangani secara dakbronik menggusakan seniSlat ekektroni yang diertitan BSE

- Disboaman dapat dicek kaaslizanya manggunakan Stur Pagecsian Dokumen MySAPK
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TANGGAL
PEJABAT PENILAL
1A

1l. DITERIMA TA 1,
ATASAN PEJABAT P!

e Unt Organisasi

2, [PEJABAT PENILAL
8
5. NP
- t. Goianga
Hepala Sut
i Jabamse/Pelerjoan
4 Jabaran/Pelerjoan Fainily ]
e Unit Orgenisasi Bire heg
1 PEJABAT PENILAT

Pembina, [Vie

Kepals Bagian M

Bir

PRES

{Sangat Baik}

5. KEBERAT.

1 SIPIL YANG DIM
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36
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& Taaggal. .....
E
g rEa - e 8940 {Baik} .
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SK Jabatan

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
NOMOR : yp.8/32/2015
TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Menimbang : dst ;

Mengingal Ao o

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memindahkan Pegawal Neger Sipll sebagaimana lercontum dalam
lampiran keputusan ini.

KEDUA . Apabila dikemudian hari femyafa lerdapat  kekeliuon dolam
Kepuiusan ini akan diadakan perbalkan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Pemindahan Pegawai Negerl Sipll sebagaimana dimaksud dolam

diktum KESATU, mulai beraku pada tanggal 1 (satu) bulon berikuinya
sejok ditetapkannya Kepufusan ini,

KEEMPAT : Keputusan pemindchan ini mulai berlaku pada fanggal ditetapkan.

ASLI PETIKAN Keputusan inf disampoikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yani bersangkuian.

Ditelapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Juni 2015

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

PETIKAN sesuai dengan aslinya Ha

Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian,

Soawaian
.- __________________=

Biro Ke

PETIKAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
NOMOR : UP.B/32/2015  TANGGAL : 30 Juni 2015

. . S SARU
| PANGKAT, 1 e . r |
NO | NAMA, NIP | GOL. RUANG JABATAN | KELAS ' UNIT KERJA |
BN 3 7 8 1 9
i 1s/d 14 dst | | | | |
15 :_i Penata Muda | Penganalisis | 7 pada Sub Analis | 7 | padaSub
| Tk1 | Formasi | | Bagian | Perencanan SDM Bagian
e, | 11/b Perencanaan | | | Perencanaan
1 dan | | | dan
dst; 16 sfd 27 | i | Penempatan | | Penempatan
| | Pegawai Bagian | | Pegawai Bagian |
Mutasi i Mukasi
Kepegawaian di | | Kepegawaian di ;
Biro | Biro |
Kepegawaian | Kepegawaian

Kepala Biro Kepegawaian

PETIKAN sesuai dengan aslinya
Badan Kepegawaian Megara,

Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian
Biro Kepegawaian,

- .




¢ Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukdis 5

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN
DAN PROSES PERADILAN PIDANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama I
NIP s

Golongan Ruang - 111/
Jabatan : Analis Perencanaan SDM
Unit Kerja - Biro Kepepawaian

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana,
hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat, tidak sedang menjalani hukuman
disiplin/tidak sedanz dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang

dalam proses peradilan pidana.

Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri
mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Administrasi Penpawas/Administrator di

Badan Kepegawaian Megara

Jakarta, 15 November 2017

Mengetahui,
Atasan Setingkat Eselon [1

MIETERAL (&

:Hll'-n "El B

f/-;;"‘/‘ ) fﬂ____ fioeeneesscangpur
7 $000 B




Persetujuan Pemberian CLTN

Lampiran XVIl : Surat Edaran Kepala BKN
Nomor 1 01/SE/1977
Tanggal : 25 Pebruari 1977

PERSETUJUAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

PEMBERIAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

BADAN KEPEGAWALAN NEGARA

NAMA ]

NIP ]

PANGKAT / GOLONGAN PENATA TK. I/ IIl/d

RUANG

JABATAN KASUB BAG PERENCANAAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI
SATUAN ORGANISASI - | BIRO KEPEGAWAIAN

MASA KERJA GOLONGAN 1%

PADA TANGGAL 1 MARET ¢ [A5TAHUN 63 BULAN —
2017

GAJI POKOK RP~3456200- 3.3l0. OO —

TELAH BEKERJA SECARA
TERUS MENERUS SEBAGAI
PNS SEJAK TANGGAL

01 DESEMBER 2001

ALASAN PERMINTAAN CUTI

MENGIKUTI SUAMI TUGAS BELAJAR DI BRISBANE

| AUSTRALIA
LAMANYA CUTIL_ “ A 3 TAHUN TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 MARET 2017
SAMPAI DENGAN 28-REBRUARIZ020- 2 Maref 202D
{ CATATAN BKN
|
KPRABRN Al 15001200002

| WILAYAH PEMBAYARAN

KPPN JAKARTA 111

DITETAPKAN PADA TANGGAL
A.N.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DIREKTUR STATUS DAN KEDUDUKAN
EW”“ PERTH
(GEETMAREDYOURAR KE

e RAN KEr

JAKARTA, 22 PEBRUARI 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN




Membaca

Menimbang

Mengingat

% 4’ > ¢
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :  29.1/KEP/2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

: Surat Permoho

tanggal 17 Pebruari 2017 agar di berikan cuti di luar tanggungan Negara untuk
mengikuti suami tugas belajar Brisbane Australia;

: bahwa tidak keberatan untuk mengabulkan permintaan tersebut karena

memenuhi persyaratan yang ditentukan olch peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan tidak mengganggu kepentingan dinas;

1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri
Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen se* = = ' % 0 tr 2o meee o
Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

7. Keputusan Presiden Nomor 55/\

Menetapkan
8. Surat Edaran Kepala BKN No

MEMUTUSKAN

Pemberian Cuti Pegawai Negeri PERTAMA :  Memberikan cuti di luar tanggungan Negara kepada Pegawai Negeri Sipil :

9. Peraturan Kepala Badan Kepe Nama

Memperhatikan

tentang Organisasi dan Tata Ker

Persetujuan Kepala Badan Kepeg
luar tanggungan Negara dengan Ni
2017.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tempat/tanggal lahir

NIP

Pangkat/golongan ruang : Penata Tk. I /11l/d

Jabatan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Penempatan Pegawai

Masa kerja golonganpada  : 13 Tahun 05 Bulan
tanggal 01-03-2017

Gaji Pokok : Rp.3.350.600,-

Selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 April 2017 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2020.

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara yang bersangkutan tidak
berhak menerima penghasilan dari Negara.

Jangka waktu cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai
masa kerja Pegawai Negeri Sipil.

Setelah jangka waktu cuti di lvar tanggungan Negara berakhir yang
bersangkutan diwajibkan melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan.
Bila tidak melaporkan diri pada waktunya yang bersangkutan akan
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2017

Kepala
Badan Kepegawaian Negara



Persetujuan Perpanjangan CLTN

KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 38.1/KEP/2020

TENTANG
PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPALA BADAN KEPEGAWA_

Menimbang ' a. bahwa berdasarkan surat Saudari Wenny Maryanita, S.Sos tanggal
06 Januan 2020 dan persetujuan Kepala Badan Kepegawatan Negara
nomor AL-15010000005 tanggal 26 Februari 2020 yang bersangkutan elah
memenuhl persyaratan yang ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan keputusan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara

Mengingat © 1. Undang-undang Noemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020,

3 Peraturan Badan Kepegawalan Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawal Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan -

KESATU Memperpanjang Cuti di luar tanggungan negara selama 10 (sepuluh} bulan
terhitung mulal tanggal 1 Apnif 2020 sampai dengan 31 . 2021, Pegawai
Negen Sipil - ﬂ"
Nama 3 mos
NIP : 198103252001122001
Pangkal/golongan ruang : Penata Tk, | £ Id
Jabalan terakhir Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

Penempalan Pegawai
Masa kerja golongan
pada tanggal 01 Maret 2017 - 13 Tahun 05 Bulan
Masa kerja golongan
Untuk kenaikan gali 1 00 Tahun 07 Bulan
berkala berkutnya
KEDUA * Selama menjalankan cull di juar fanggungan negara yang bérsangkutan tidak

sebagai masa kerja Pegawai Neger| Sipil

KETIGA Setelah jangka waktu cull di luar tanggungan negara berakhir Pegawai Negern
Sipll yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertufis kepada pimpinan
nstansi paling tambat 1 (salu) bulan

KEEMPAT Apabda tidak melaporkan diri lepat pada waktunya Pegawai Neger| Sipll yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawal Negeri Sipd yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 31 Maret 2020




Pengaktifan CLTN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1/KEP/2021

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMEBALI DARI
CUTIDILUAR TANGGUNGAN NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

: & beshwa berdasarkan surat Saudarim tanggal
07 Oktober 2020 dan persetujuan Kepala n Kepagawaian Megara

nomer AM. 15001000005 tanggal 24 November 2020 yang bersanglutan
telah memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali sebsgai Pegawal
MNegeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Megara sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Pengaktifan Kembali Dari Cuti Di Luar Tanggungan Negara Di Lingkungan

Badan Kepegawaian Negara.

1. Undang-undang Momor § Tahum 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor & Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Megeri Sipd (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun Z017 Momor 83, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 8037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Momor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Momor 58);

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Megeri Sipil (Berita Megara Republik

Indonesia Tahun 2017 MNomor 1861).
MEMUTUSKAN:

Mengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil:
Mama :
MIP :

Pangkatigolongan ruang . Penata Th. |/ Id

Jabatan : Analiz Pengembangan SDM Aparatur
Masa kerja golongan

pada tanggal 01 Maret 2017 : 13 Tahun 05 Bulan

Gaji Pokok : Rp3.518.100,00

terhitung mulai tanggal 01 Februari 2021,

KEDUA...

- ULTIT E Wis 11 Talnm 2 MEE Passl 5 Ava |

“Infonmosi Elekdrond dan ‘sto Dokumen Elsctonik dan sas hesil cetabany snsenspakan ala ol hukun v mg aal”
« Drekwmen ini telh dsiamdainngme secarm shekimmk mengnnakm serilics eiektonk vang dn erbaian BERe




KEDLUA
KETIGA

Keputusan inl mulai berlsku pada tanggal ditetapkan.

© Apabila di kemudian hari temyata terdapal kekeliruan dalam Keputuzan ini,

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
urituk diketabui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 07 Januarl 2021

Kepala
Badan Kepegawalan Negara

ﬁﬂlrﬂa Harla Wibisana
.
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